II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan, Pengusaha serta Unsur-Unsur Perusahaan

Pengertian perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 Huruf (b) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk
badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus
menurus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara
Indonesia dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD), dan perundang-undangan di luar KUHD.
Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah
perusahaan.

Menurut Molenghraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan
dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan
perjanjian perdagangan. Berbeda dengan pendapat Molenghraff, Polak
memandangkan perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dapat dikatakan
perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan
dan dicatat dalam pembukuan. Pengusaha adalah orang yang menjalankan

perusahaan atau menyuruh perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya
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mengelola sendiri perusahaanya, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan
pekerja. Pada umumnya terdapat pada perusahaan perseorangan. Apabila
pengusaha menjalankan perusahaan dengan bantuan pekerja, maka dalam hal ini
dia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pimpinan
perusahaan®.

Dilihat dari segi fungsinya, ada 3 (tiga) eksistensi pengusaha, yaitu:
1. Pengusaha yang bekerja sendiri;
2. Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja;
3. Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan

perusahaan’.

Dalam perusahaan terdapat beberapa unsur yang terkandung, unsur-unsur
tersebut adalah:
1. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu
mempunyai bentuk tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan
komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, koperasi. Hal ini dapat
diketahui melalui akta pendirian perusahaan, bagi perusahaan yang tidak memiliki
akta pendirian, dapat diketahui melalui izin usaha seperti perusahaan
perseorangan.
2. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, tujuanya ialah
memperoleh keuntungan dan atau laba. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi

perdagangan, pelayanan dan industri, yang dapat dirinci sebagai berikut:

8 Abdulkadir Muhamad , Hukum Perusahaan Indonesia, 2002, PT Citra Aditya Bhakti,
Bandung, him. 7-8
*Ibid, hlm. 25
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a. Perdagangan meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak misalnya
ekspor-impor, bursa efek, perumnas, dan valuta asing;

b. Pelayanan meliputi penyedian jasa, misalnya biro perjalanan, biro konsultan,
perbankan, dan pengangkutan;

c. Industri meliputi mencari dan mengolah, serta mengadakan sumber daya dan
kekayaan, misalnya eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan,
usaha perkebunan, kendaraan bermotor, percetakan dan penerbitan.

3. Terus-menerus
Baik Molenghraff, Polak, maupun pembentuk undang-undang menentukan

bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus-menerus,

artinya tidak terputus-putus, tidak secara insisensial, tidak sebagai sambilan,
bersifat untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam
akta pendirian perusahaan atau dalam surat izin usaha.

4. Bersifat terbuka
Bersifat terbuka artinya diketahui oleh umum dan ditunjukan kepada umum,

tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan
dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bebas berhubungan
dengan pihak lain (pihak ketiga). Bentuk ini dapat diketahui dan berupa akta
pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, akta pendaftaran
perusahaan.

5. Keuntungan dan atau laba
Molengraaf menggunakan istilah penghasilan. Polak menggunakan istilah

laba, pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba.

Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukan nilai lebih
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(hasil uvang yang diperoleh dari modal yang dijalankan). Setiap kegiatan
menjalankan perusahaan tertentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal
perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat diperoleh, hal tersebut merupakan
tujuan utama perusahaan.
6. Pembukuan

Dalam rumusan Molengraaf tidak terdapat unsur pembukuan. Tetapi Polak
menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan. Pasal 6 KUHD
mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta
kekayaan dan kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba yang diperoleh
hanya dapat diketahui dari pembukuan. Berdasarkan uraian di atas, maka
perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus-menerus, yang bergerak di bidang perckonomian dan berorientasi
pada keuntungan. Perusahaan dijalankan oleh seseorang yang dinyatakan sebagai
pengusaha dengan menggunakan bantuan pekerja atau karyawan. Perusahaan
mempunyai unsur yang wajib dipenuhi yaitu berbentuk badan hukum tertentu
Perusahaan Umum, Perusahaan Dagang, Perusahaan Perseroan, Persekutuan
Komanditer, Koperasi dan PT Budi Acid Jaya Lampung Tengah adalah

perusahaan berbentuk badan hukum PT.

B. Perseroan Terbatas dan Organ-Organ Perseroan Terbatas

Pengertian PT menurut UUPT Pasal 1 Angka (1) adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
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memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaanya.

Perusahaan merupakan subjek hukum maksudnya adalah sesuatu yang
menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan
untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum adalah:

1. Manusia atau orang pribadi yang sehat rohani atau jiwanya, dan tidak
dibawah pengampuan;

2. Badan hukum.

Pasal 1 Angka 4,5 dan 6 UUPT mengatur tentang organ-organ perseroan,
yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah organ perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan
komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran
dasar;

2. Direksi, adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun
diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

3. Dewan komisaris, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesusai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada direksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka PT adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar
sepenuhnya terbagi dalam saham sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh
undang-undang. Dalam penerapan CSR sesuai dengan fungsi dan wewenang
organ perusahaan menurut Pasal 1 Angka 4,5 dan 6 UUPT, yang bertanggung
jawab adalah direksi. Sedangkan bentuk kegiatan PT bermacam-macam antara
lain, bergerak di bidang jasa atau pelayanan publik, di bidang perdagangan, dan di

bidang pengolahan sumber daya alam seperti perkebunan, pertanian, dan

pertambangan.
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C. Pengertian dan Pengaturan CSR

Corporate Social Responsibility atau Social Responsibility of Corporate
adalah istilah lain dari tanggung jawab social perusahaan. Istilah ini umum
dikenal diberbagai negara terutama Amerika. Meskipun kata corporate identik
dengan korporasi atau perusahaan, sesungguhnya pengertian korporasi tidak
semata-mata dimaknai sebagai perusahaan besar, tetapi lebih luas lagi yaitu badan
hukum'®.

Pasal 1 Angka (3) UUPT yang diundangkan pada Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 menyatakan CSR adalah
komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.

Pasal 74 Angka (1,2,3,4) UUPT menyatakan tentang CSR serta perusahaan yang

berkewajiban menerapkanya, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

1. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat.

9 Gede AB. Wiranata, Etika Bisnis dan Hukum Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal), 2007,
Universitas Lampung, Bandar Lampung, him. 58
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Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola
dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang

berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan

tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada
fungsi kemampuan sumber daya alam.

2. Cukup jelas.

3. Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Cukup jelas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UUPT, maka perusahaan yang berkewajiban
melakukan CSR adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah
perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya
alam.

Tangung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat berupa:

1. Peneliharaan sumber daya masyarakat;

2. Perusahaan harus bekerja secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan
operasinya kepada publik;

3. Perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu
aktifitas, produk, atau jasa yang mempertimbangkan secara cermat agar dapat
diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan apa tidak;

4. memperhitungkan biaya sosial dari segala aktivitas, produk atau jasa kedalam

harga, schingga konsumen membayar atas dampak konsumsi terhadap

masyarakat;
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5. Perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas sosial, sesuai dengan
kompetensinya dimana terdapat kebutuhan sosial yang penting'".

Salah satu yang cukup menarik adalah yang dibuat oleh lingkar studi CSR
Indonesia, yakni “upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk
meminimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku
kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan”.

Ada banyak pengertian CSR, seperti salah satunya yang menyatakan bahwa
CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai
kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka
terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada'?.

Definisi lain bahwa CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat
dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi,
yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut
keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan
masyarakat secara lebih luas'.

Menurut the world business council for sustainable development menyatakan
bahwa CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga

"' Erni R Ernawan, Bussines Ethics (Etika Bisnis), 2007, Penerbit Alfabeta, Bandung,
hlm. 112

"2 Nurdizal M Rahman dkk, Paduan Lengkap Perencanaan CSR, Penebar Swadaya,
Jakarta, hlm. 16

13 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, 2010, Graha [lmu, Semarang, hlm. 48
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karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan komunitas
secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan”.

Secara garis besar pelaksanaan CSR mencakup tiga aspek pokok yang antara
satu dengan yang lainya saling terkait yaitu:

1. Aspek ekonomi

Tidak dipungkiri bahwa kepentingan perusahaan dalam mendirikan
perusahaan terfokus untuk mencari keuntungan (profit) sebanyak mungkin. Hal
ini bukti tanggung jawab ekonomi perusahaan terhadap para pemegang saham.

2. Aspek sosial

Perusahaan menyadari tentang pentingnya peran masyarakat bagi
kelangsungan perusahaan, karena masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah
satu stakeholder penting bagi perusahaan.

Stakeholders dalam jamaknya diterjemahkan dengan kata para pihak, menurut
Rhenald Kasali kata “para pihak” merupakan setiap kelompok yang berada di
dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan
keberhasilan perusahaan'’,

Oleh karena itu, perusahaan setidaknya harus memberikan tanggung jawab
sosialnya terhadap masyarakat sekitar perusahaan, karena masyarakat sekitar
perusahaan merupakan bagian penting dari perusahaan (stakeholder).

3. Aspek lingkungan
Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan,

antara manusia dan lingkungan terjalin hubungan sebab akibat. Selain profit dan

“Rudito dkk, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab sosial Perusahaan, Rekayasa Sains,
Bandung, him. 209

SYusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility,
2004, Fascho Publishing, Gresik, hlm 90.
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people yang menjadi perhatian perusahaan, aspek lingkungan juga tidak kalah

penting harus menjadi sorotan tajam perhatian bagi perusahaan.

Kesadaran tentang adanya hubungan sebab akibat antara manusia dengan
lingkungan sering menimbulkan berbagai tragedi. Pada dasarnya semua yang
terjadi kembali lagi kepada manusia itu sendiri, dimana mereka tidak mau
menjaga dan merawat lingkungan mereka. Hal serupa terjadi pula dalam
perusahaan yang merupakan kumpulan manusia, terlebih bagi perusahaan yang
bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pelaku bisnis
pada dasarnya hanya memikirkan tentang keuntungan yang akan mereka peroleh
dari sumber daya alam yang dieksploitasi tanpa memikirkan bagaimana upaya
untuk melestarikan lingkunganya.

Banyak penelitian dilakukan terhadap motivasi untuk meng”hijau”kan
perusahaan (corporate greening). Salah satunya dilakukan oleh Monika I. Winn
dengan tipologi corporate greening, dengan membagi menjadi empat jenis yaitu:
a. Deliberate Reactive. Perusahaan jenis ini kebijakanya terhadap pelestarian

lingkungan menunjukan komitmen yang rendah, demikian pula terhadap

implementasinya;

b. Anrealized Greening. Perusahaan jenis ini menunjukan tingkat komitmen
yang tinggi dalam kebijakanya terhadap persoalan pelestarian lingkungan,
namun menggunakan pendekatan yang reaktif dalam
mengimplementasikanya;

c. Emergent Active. Perusahaan jenis ini menunjukan komitmen yang rendah
berkaitan dengan kebijakanya terhadap lingkungan, tetapi mempunyai

pendekatan yang bagus dalam implementasinya;
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Deliberate Proactive Greening. Perusahaan jenis ini merupakan perusahaan
yang “ideal”, karena menunjukan tingkat komitmen yang tinggi dalam
kebijakan-kebijakan =~ yang  berkaitan = dengan  lingkungan,  serta
menginplementasikanya dalam operasional perusahaan secara benar .

Setidak-tidaknya ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yang

mengimplementasikan CSR dalam operasionalisasi perusahaan:

a.

Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan serta perusahaan
mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas;

Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal;

Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas;
Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang

kritis dan mempermudah pengelolaan menejemen resiko' .

Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat bermakna sebagai:

Daerah dimana sesuatu mahluk hidup berada;

Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu mahluk hidup;

Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu mahluk hidup atau sekumpulan

mahluk hidup terutama:

a. Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar mahluk hidup yang
mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan mahluk

hidup untuk bertahan hidup;

'AB Susanto, A Strategic Management Apporach Corporate Social Responsibility,

2007, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, hlm. 14-17

17http://Www.kemitraan.or.id/index.php/main/home, diakses 23 Oktober 2011
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b. Gabungan dari kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada
keadaan suatu individu mahluk hidup atau suatu perkumpulan/komunitas
mahluk hidup'®.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut peneliti bahwa lingkungan hidup
merupakan keseluruhan komponen yang terkait untuk semua kegiatan manusia
juga dengan kegiatan perusahaan, sehingga lingkungan hidup menjadi suatu
konponen yang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan saling memberikan

keuntungan baik langsung maupun tidak langsung.

18http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan hidup, diakses 25 Oktober 2011
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Keterangan:

Perusahaan yang merupakan suatu badan usaha yang dalam menjalankan
kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.
Dampak negatif seperti terjadi kerusakan terhadap keseimbangan lingkungan
hidup, oleh karena itu perusahaan berkewajiban untuk memelihara kualitas
lingkungan tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi agar tetap
terpeliharanya kesinambungan lingkungan hidup di masa mendatang. Perusahaan
memiliki kewajiban yang berupa komitmen yang bertanggung jawab yang disebut
dengan CSR, dimana perusahaan secara suka rela menyumbangkan sesuatu demi
masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang baik dengan kepedulian
perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup.

UUPT merupakan ketentuan hukum yang memuat kewajiban terhadap
Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan
sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).
Selain di dalam UUPT, kewajiban terhadap penerapan CSR secara implisit juga
termuat dalam beberapa pasal UUPLH yang merupakan ketentuan dalam bidang
pelestarian lingkungan hidup yang merupakan salah satu aspek pokok
implementasi CSR di bidang keberlangsungan lingkungan (environment
sustainability).

Ketentuan-ketentuan yuridis terhadap CSR dirasa cukup penting mengingat
secara umum CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan
dengan nilai-nilai etika, dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum
dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat, dan lingkungan. Untuk itu

akan dilakukan penelitian mengenai CSR dalam pelestarian lingkungan hidup
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dengan melihat ketentuan yuridis CSR, maupun sanksi bagi pelanggaran CSR

dalam pelestarian lingkungan hidup.



